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BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan teteoaman penelitian
sebagaimana dikemukakan pada Bab IV, maka bernikudisajikan kesimpulan
umum sebagai jawaban pertanyaan penelitian dampgekn khusus yang terkait
dengan tujuan penelitian.

1. Kesimpulan Umum
a. Perbedaan luas wilayah dan jumlah penduduk wild§@ta Salatiga dan

Kabupaten Semarang memengaruhi besar kecilnya sudame jumlah

pendanaan pendidikan dan anggaran APBD yang dkzerludalam

penyelenggaraan program PAUD, pendidikan dasandarengah di Kota

Salatiga dan Kabupaten Semarang. Pendanaan peajyaiaan

pendidikan PAUD dan SMA/MA/SMK di Kota Salatiga d&abupaten

Semarang sebagian besar bersumber dari orang edangkan sumber

penyelenggaraan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs diaKs#alatiga dan

Kabupaten Semarang bersumber dari Pemerintah Daerah

b. Penetapan kebijakan pendanaan pendidikan di Kotetigga dan

Kabupaten Semarang belum mengakomodasikan secdmbasg

pemecahan masalah pelaksanaan program PAUD, jgexndidasar dan

pendidikan menengah sebagai implementasi otonomi balang

pendidikan. Pemenuhan anggaran pendidikan dasgadndéokus proses
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penetapan kebijakan dalam kerangka melaksanakanapnowvajib belajar
Sembilan tahun di Kota Salatiga dan Kabupaten SsmgarAlokasi
pendanaan penyelenggaraan program PAUD, pendiddasar dan
menengah sesuai plafon dan priotas belanja APBD gldatapkan Kepala
Daerah dan DPRD di Kota Salatiga dan Kabupaten &emaSebagai
implikasi keterbatasan sumber-sumber pendanaandesud baik

. Realisasi pendanaan pendidikan di Kota Salatigek@éuipaten Semarang
sebagian besar dialokasikan untuk belanja operastan pemeliharaan
terutama gaji guru. Sedangkan belanja modal umetknenuhi kebutuhan
sarana prasarana program PAUD, pendidikan dasamaaengah masih
relatif belum sesuai kebutuhan.

. Kebijakan pendanaan pendidikan di Kota Salatiga d&abupaten
Semarang telah meningkatkan kelancaran pelaksapaagram dan
pemerataan pendidikan dasar dan menengah. Kebijpkadanaan di
Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dapat menkagkaAPK
pendidikan dasar sesual standar yang ditetapkarerffgah. Sedangkan
APK program PAUD dan pendidikan menengah masihrigidari 100 %.

. Pengawasan kebijakan pendanaan pendidikan di kad&iga difokuskan
dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidid@sar SD/MI dan
SMP/MTs dan pada kegiatan program PAUD dan penaidikenengah
dengan anggaran pendidikan yang relatif besar.

Pertanggungjawaban pendanaan program Dinas Peawlishitegral dalam

pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Salatiga Habupaten
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Semarang. Pelaksanaan wajib belajar pendidikaardagnjadi fokus

dalam pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DRR® Salatiga

dan Kabupaten Semarang

2. Kesimpulan Khusus

a. Keterbatasan jumlah tenaga yang memiliki  kompetedgidang

perencanaan program dan anggaran menjadi hambatn genyusunan

anggaran pendidikan sesuai ketentuan pengelola&DAP

1)

2)

3)

Program PAUD

Sebagian besar PAUD di Kota Salatiga dan Kabup&emarang
belum memiliki Kepala Sekolah dan Tata Usaha, gana TK/RA
belum memiliki kkemampuan mengakses informasi bantiena dan
teknis pengajuan anggaran kepada Pemerintah Daerah
Pendidikan Dasar

Kepala SD/MI dan SMP/MI mendapatkan bimbingan ielsecara
langsung oleh Dinas Pendidikan dalam proses pemaacaprogram
dan penyusunan anggaran sebagai bentuk optimalsdsksanaan
wajib belajar. Sehingga sebagian besar SD/MI darP/BM's dapat
mengakses informasi dan mengajukan dukungan angdarasAPBD
Pendidikan Menengah

Seluruh  SMA/MA/SMK telah memiliki tenaga adminigradan

didukung teknologi informasi, namun karena ketexbamh pendanaan
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APBD maka hanya relative sedikit yang menerima adolanggaran
dari APBD
b. Penetapan anggaran pendanaan pendidikan Progrand,Pgdndidikan
dasar dan menengah dialokasikan sesuai plafongrdaitas APBD yang
ditetapkan Kepala Daerah dan DPRD Kota Salatiga Kabupaten
Semarang. Kondisi - ini mengakibatkan Dinas Pendiitidak dapat
mengoptimalkan usulan anggaran Program PAUD, Piadicdasar dan
menengah
1) Program PAUD
Anggaran program PAUD TK / RA yang bersumber d&?iB® Kota
Salatiga dan Kabupaten Semarang masih relativahedithandingkan
dengan kebutuhan pelaksanaan program
2) Pendidikan Dasar
Anggaran program pendidikan yang bersumber dari [APBota
Salatiga dan Kabupaten Semarang memenuhi sebagesar b
kebutuhan pelaksanaan program SD/MI dan SMP/MI
3) Pendidikan Menengah
Anggaran program pendidikan menengah yang bersuddse APBD
Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang belum sesugad jumlah
kebutuhan pelaksanaan program SMA/MA/SMK
c. Implementasi kebijakan pendanaan program PAUD, igédwah dasar dan

menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semaraogrdinasikan oleh
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Dinas Pengelola Keuangan Daerah belum dapat dilakea efektif

akibat belum didukung sistem informasi keuangan$iam

1) Program PAUD
Proses realisasi pendanaan pendidikan Program PAlldkukan
secara langsung oleh Kepala Sekolah dan atau ¢gURAT

2) Pendidikan Dasar
Proses realisasi pendanaan pendidikan Program doesai dasar
dilakukan secara langsung oleh Kepala Sekolah tlibgaru dan
Komite Sekolah

3) Pendidikan Menengah
Proses realisasi pendanaan pendidikan Program dolesdlimenengah
dilakukan oleh Kepala Sekolah dibantu tenaga aditnasi dan Komite

Sekolah

. Realisasi pendanaan pendidikan program PAUD, p&adiddasar dan
menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarabagis@ besar
dialokasikan untuk belanja operasional dan pemeldrma
1) Program PAUD
Realisasi pendanaan pendidikan program PAUD di Ksatiatiga dan
Kabupaten Semarang relative kecil untuk memenubitkdnan sarana
dan prasarana pendidikan TK/RA

2) Pendidikan Dasar
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Realisasi pendanaan pendidikan program pendidikearddi Kota
Salatiga dan Kabupaten Semarang dapat memenuhgigeblaesar

kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SD/MBNEIMTSs

Pendidikan Menengah

Realisasi pendanaan pendidikan program pendidikenengah di
Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang belum dapahemehi
sebagian besar kebutuhan sarana dan prasarana dikandi

SMA/MA/SMK

e. Kebijakan pendanaan pendidikan meningkatkan kefancpelaksanaan

program PAUD, pendidikan dasar dan menengah di ISatiatiga dan

Kabupaten Semarang

1)

2)

Program PAUD

Kebijakan pendanaan pendidikan program PAUD yaegsumber
dari APBD di Kota Salatiga dan Kabupaten Semaraugiigannya
relative kecil dalam kelancaran pelaksanaan keagig@mbelajaran
TK/RA

Pendidikan Dasar

Kebijakan pendanaan pendidikan dasar yang bersutabieAPBD di
Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang mendukungndegkn
pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam progranb vieglajar

Sembilan tahun pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
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3) Pendidikan Menengah
Kebijakan pendanaan pendidikan menengah di Kotati§a dan
Kabupaten Semarang belum mendukung sepenuhnya Kelantaran
pelaksanaan kegiatan pembelajaran SMA/MA/SMK
Kebijakan pendanaan pendidikan meningkatkan APKgnara PAUD,
pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga Kahupaten
Semarang
1) Program PAUD
Kebijakan pendanaan pendidikan belum dapat mewajudRPK
program PAUD TK/RA di Kota Salatiga dan Kabupate@marang
hingga 100 sesuai target Pemerintah
2) Pendidikan Dasar
Kebijakan pendanaan pendidikan dapat mewujudkan SPKVI dan
SMP/MTs di Kota Salatiga sesuai target Pemerinahskdangkan di
Kabupaten Semarang APK SD/MI sesuai target Penaérint
3) Pendidikan Menengah
Kebijakan pendanaan pendidikan belum dapat mewajudRPK
program menengah SMA/MA/SMK di Kota Salatiga danbiaaten
Semarang sesuai target Pemerintah
. Pengawasan kebijakan pendanaan pendidikan progtdusid Ppendidikan
dasar dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupa®arang dilakukan
oleh DPRD difokuskan pada program wajib belajardiikan dasar

1) Program PAUD
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Pendanaan pendidikan program PAUD — TK/RA belumjatriokus
dalam Pengawasan kebijakan yang dilakukan oleh dERKota
Salatiga dan Kabupaten Semarang, oleh karena behenjadi
pertimbangan daya dukung pelaksanaan wajib belajar
2) Pendidikan Dasar
Pendanaan pendidikan program pendidikan SD/MI d&MP/SITs
menjadi fokus dalam Pengawasan kebijakan pelaksamaghb belajar
yang dilakukan oleh DPRD di Kota Salatiga dan Keatten Semarang
3) Pendidikan Menengah
Pendanaan pendidikan program menengah belum skeseturuhan
menjadi fokus dalam Pengawasan kebijakan yang kuk&n oleh
DPRD di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. &mogendidikan
yang didukung anggaran relative besar dan menjakiusf untuk
menampung lulusan pendidikan dasar.

h. Pengawasan administrasi pendanaan pendidikan gonogPAUD,
pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan Ibs@ek belum
mencakup seluruh satuan pendidikan di Kota Salatign Kabupaten
Semarang
1) Program PAUD

Administrasi pendanaan pendidikan program PAUD ktisaenjadi
obyek pemeriksaan keuangan yang dilakukan olgtekisrat di Kota
Salatiga dan Kabupaten Semarang, oleh Karena aloleas dari

Pemerintah Daerah relative kecil
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2) Pendidikan Dasar
Administrasi pendanaan pendidikan program pendidis®/MI dan
SMP/MTs menjadi obyek pemeriksaan keuangan petalsaprogram
wajib belajar yang dilakukan oleh Inspektorat Kdita Salatiga dan
Kabupaten Semarang
3) Pendidikan Menengah
Administrasi pendanaan pendidikan menengah sebaggajadi obyek
pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Inspektodi Kota
Salatiga dan Kabupaten Semarang. Program pendigiéam didukung
Pemerintah Daerah relative besar maka menjadsfpkmeriksaan
Pertanggungjawaban kebijakan pendanaan pendidikagrgm PAUD,
pendidikan dasar dan menengah menjadi bagian peuagjawaban
Kepala Daerah kepada DPRD Kota Salatiga dan Kabap&tmarang.
Masyarakat belum diberi kesempatan untuk mengetgbkunasalahan
pendanaan dan kebijakaan pendanaan pendidikan tdi Salatiga dan
Kabupaten Semarang
1) Program PAUD
Pendanaan pendidikan program PAUD belum mendapatispon dari
DPRD dan masyarakat secara proporsional dalamngggagjawaban
kebijakan pendanaan pendidikan di Kota Salatiga Habupaten
Semarang

2) Pendidikan Dasar
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Pendanaan pendidikan program dasar mendapatkamnr@pRD dan
masyarakat dalam pertanggungjawaban kebijakan peaada
pendidikan program wajib belajar sembilan tahuiKadlia Salatiga dan
Kabupaten Semarang

3) Pendidikan Menengah
Pendanaan pendidikan program menengah belum negkdapgespon
yang optimal dari DPRD dan masyarakat dalam pegiamgjawaban

kebijakan pendanaan pendidikan di Kota Salatiga Habupaten

Semarang

B. I'mplikasi

Implikasi yang dimaksudkan merupakan fenomena yarsgmpul dibalik
kesimpulan penelitian terutama berkaitan dengan edgrdimensi dalam
kebijakan pendanaan pendidikan di Kota Salatiga Mabupaten Semarang.
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, dttenik implikasi penelitian
yang perlu diperhatikan.

1. Belum didukungnya SDM yang memiliki kompetensi pesnaan
berakibat usulan program dan anggaran PAUD, péwmthddasar dan
menengah belum sistematik sesuai ketentuan peagal@PBD di Kota
Salatiga dan Kabupaten Semarang
a. Program PAUD

Usulan program dan anggaran program PAUD behatching dengan
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Dinas Pendidikhmhlaerakibat

kurang terakomodasikannya usulan program PAUD
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b. Pendidikan Dasar
Keterbatasan SDM SD/MI dan SMP/MTs didukung dengan
pendampingan Dinas Pendidikan dalam penyusunanrgmoglan
anggaran. Hal ini berimplikasi program dan anggaamdidikan dasar
sebagian besar terakomodasi dalam rencana kerjardggaran SKPD
Dinas Pendidikan

c. Pendidikan Menengah
Dukungan SDM di SMA/MA/SMK tidak dapat mengoptimaitk
program dan anggaran dalam rencana kerja dan amg&&PD Dinas
Pendidikan akibat keterbatasan plafon anggaran

Tidak seimbangnya alokasi anggaran pendidikan sgslafond Dan

prioritas APBD Kota Salatiga dan Kabupaten Semanmaeggakibatkan

perbedaan kinerja pencapaian target program PAEDdigikan dasar dan

menengah

a. Program PAUD
Sebagian besar anggaran pendidikan program PAUBuibéer dari
orang tua (masyarakat) hal ini berimplikasi pengangan TK/RA
belum konsisten dengan kebijakan pendidikan di Ke#datiga dan
Kabupaten Semarang

b. Pendidikan Dasar
Terpenuhi sebagian besar anggaran pendidikan dadaal ini

berimplikasi pengembangan SD/MI dan SMP/MTs koasislengan
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kebijakan wajib belajar sembilan tahun di Kota 8géadan Kabupaten
Semarang
c. Pendidikan Menengah
Terpenuhi sebagian kecil anggaran pendidikan meendal ini
berimplikasi pengembangan SMA/MA/SMK belum korsmstlengan
perkembangan pendidikan dasar di = Kota Salataya Klabupaten
Semarang
3. Belum adanya SDM pada satuan pendidikan yang hkéketrampilan
penatausahaan keuangan dan belum tersedianya sistErmasi
keuangaron line mengakibatkan intensitas penatausahaan adnasiistr
program PAUD, pendidikan dasar dan menengah di lSatiatiga dan
Kabupaten Semarang tidakm optimal
a. Program PAUD
Keterbatasan SDM TK/RA berakibat guru TK/RA melaiedean peran
ganda sebagai tenaga administrasi dalam penatamsgiendanaan
pendidikan. Hal ini membawa implikasi, kurang omlnya
penatausahaan keuangan program PAUD di Kota Galatian
Kabupaten Semarang
b. Pendidikan Dasar
Dukungan Komite Sekolah, Guru kepada Kepala Seksxtl dalam
realisasi pendanaan pendidikan di Kota Salatiga #abupaten
Semarang membawa implikasi penatausahaan keuaelgdéing sesuali

ketentuan yang berlaku
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c. Pendidikan Menengah
Dukungan Tata usaha, Komite Sekolah, Guru kepagfzald Sekolah
SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dalam realisasi pendanaandxdikan
membawa implikasi penatausahaan keuangan seswaitl@ yang
berlaku

4. Proporsi belanja operasional dan pemeliharan yam besar dari belanja

modal pendanaan pendidikan membawa implikasi katashn sarana

prasarana pendidikan program PAUD, pendidikan ddaarmenengah di

Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

a. Program PAUD
Rendahnya alokasi belanja modal pendidikan progre®UD
berimplikasi keterbatasan pengembangan saranar@nasbermain dan
kreativitas pendidikan TK/RA di Kota Salatiga danaliGpaten
Semarang

b. Pendidikan Dasar
Rendahnya alokasi belanja modal pendidikan programadidikan dasar
berimplikasi keterbatasan pengembangan saranarg@nasgrogram
wajib belajar sembilan tahun SD/MI dan SMP/MTs t& Salatiga
dan Kabupaten Semarang

c. Pendidikan Menengah
Rendahnya alokasi belanja modal pendidikan progmendidikan

menengah berimplikasi keterbatasan pengembanganasarasarana
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program pendidikan SMA/MA/SMK di Kota Salatiga dKabupaten
Semarang

5. Perbedaan alokasi anggaran membawa implikasi pesibe#elancaran

pelaksanaan pendidikan dasar dengan program PABM nenengah di

Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

a. Program PAUD
Masih rendahnya kontribusi pendanaan pendidikan AlRBD Kota
Salatiga dan Kabupaten Semarang program PAUD bkkisp
perbedaan perkembangan pendidikan TK/RA dibandmgangan
program pendidikan dasar dan menengah

b. Pendidikan Dasar
Dukungan penuh kebijakan pendanaan pendidikan dasamplikasi
perkembangan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Salatiga idahupaten
Semarang yang memerlukan kebijakan pengembanggrepntd®AUD
sebagai input SD/MI dan Pendidikan menengah sebegjanjutan
pendidikan SMP/MTs

c. Pendidikan Menengah
Belum optimalnya kebijakan pendanaan pendidikanhatap
kelancaran pendidikan menengah membawa implikagkepgwangan
program pendidikan lanjutan SMA/MA/SMK tidak korteis dengan
perkembangan pendidikan dasar di Kota Salatiga Kabupaten

Semarang
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6. Peningkatan APK program PAUD, dan menengah di ISatiatiga dan
Kabupaten Semarang belum sesuai target pemerint&igakibatkan
perbedaan arah pengembangan pendidikan dasar
a. Program PAUD
Masih rendahnya APK program PAUD berimplikasi inpsiswa
SD/MI di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang bérasri
pendidikan informal (rumah tangga). Pengembangeamaagprasarana
pendidikan terutama pembangunan TK/RA diperlukantulkun
meningkatkan pemerataan seluruh wilayah Kota $@latdan
Kabupaten Semarang

b. Pendidikan Dasar
Tercapainya APK pendidikan dasar hingga 100 % setarget
nasional, membawa implikasi Pemerintah Kota Salatidan
Kabupaten Sragen mengembangkan program peningkatanSD/MI
dan SMP/MTs.

c. Pendidikan Menengah
Belum tercapai target APK program program pendidiknenengah
berimplikasi peningkatan program peningkatan akkses pemerataan
SMA/MA/SMK di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

7. Keterbatasan cakupan pengawasan DPRD terhadamkaabipendanaan
pendidikan membawa implikasi perbedaan kinerjaasagoendidikan di
Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

a. Program PAUD
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Belum terakomodasikannya program PAUD dalam peagaw
kebijakan pendanaan pendidikan berimplikasi pengawaDPRD
belum dapat menjelaskan kinerja TK/RA di Kota aigh dan
Kabupaten Semarang

b. Pendidikan Dasar
Terakomodasikannya seluruh program pendidikan rdaksam
pengawasan kebijakan pendanaan pendidikan berasplikinerja
SD/MI dan SMP/MTs dapat dijelaskan sesuai kondisinajemen
satuan pendidikan yang bersangkutan

c. Pendidikan Menengah
Terakomodasikannya sebagian program pendidikaandpengawasan
kebijakan pendanaan pendidikan berimplikasi kin&)aA/MA/SMK
belum merepresentasikan kondisi manajemen satuadididean yang
bersangkutan

8. Keterbatasan pelaksanaan obyek pemeriksaan pemdpeadidikan oleh

Inspektorat membawa implikasi perbedaan kinerja iastnasi satuan

pendidikan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

a. Program PAUD
Belum terakomodasikannya  program PAUD dalam pédwmaan
keuangan berimplikasi kinerja administrasi keuangeK/RA di Kota
Salatiga dan Kabupaten Semarang belum dapat digelas secara
menyeluruh

b. Pendidikan Dasar
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Terakomodasikannya seluruh program pendidikan dasadalam
pemeriksaan keuangan berimplikasi kinerja admasstkeuangan
SD/MI dan SMP/MTs dapat dijelaskan dan konsistengdn target

Pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

c. Pendidikan Menengah
Terakomodasikannya sebagian program dalam pemenksauangan
berimplikasi kinerja adminstrasi keuangan = berikgdi kinerja
SMA/MA/SMK di Kota Salatiga dan Kabupaten Semardag belum
dapat digambarkan secara menyeluruh sesuai hormajenaen satuan
pendidikan yang bersangkutan

9. Belum terakomodasikannya partisipasi publik dalartgmggungjawaban

kebijakan pendanaan pendidikan membawa implikasigo@an persepsi

masyarakat terhadap kinerja program pendidikan aliaKSalatiga dan

Kabupaten Semarang

a. Program PAUD
Belum terakomodasikannya program PAUD secara grderdalam
pertanggungjawaban pendanaan pendidikan berimplikaslum
optimalnya persepsi masyarakat terhadap kinetgkg@naan program
TK/RA di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

b. Pendidikan Dasar
Terakomodasikannya seluruh program pendidikan dasaecara

intergral dalam  pertanggungjawaban pendanaan p&adid
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berimplikasi meningkatkan persepsi masyarakatatiap kinerja
SD/MI dan SMP/MTs Kota Salatiga dan Kabupaten Santa

c. Pendidikan Menengah
Terakomodasikannya sebagian program pendidikarengai secara
intergral dalam  pertanggungjawaban pendanaan pkadid
berimplikasi belum optimalnya persepsi masyarakabadap kinerja

SMA/MA/SMK Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

C. Rekomendasi

Berdasarkan keseluruhan kesimpulan dan implikagneittian, dapat
disampaikan rekomendasi kepada berbagai pihak-pgeridit di Kota Salatiga
dan Kabupaten Semarang sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan konsistensi program dan usulaggaran satuan
pendidikan perlu dilakukan pengisian jabatan pada® pendidikan
sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan plestizig kompetensi
Kepala Sekolah dan Tata Usaha
a. Program PAUD

Dinas Pendidikan menetapkan kebijakan setiap TK/RAtuk

menetapkan Kepala Sekolah sesuai kualifikasi jabakan criteria
yang ditetapkan pada SNP dan menyelenggarakan ihaglat
kepemimpinan, manajemen dan administrasi programggaan dan
penatausahaan keuangan

b. Pendidikan Dasar
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Dinas Pendidikan menetapkan kebijakan setiap SD/Mintuk
menetapkan tenaga administrasi sesuai kualifilkdmstan dan criteria
yang ditetapkan pada SNP dan menyelenggarakan ihaglat
kepemimpinan, manajemen dan administrasi programggaan dan
penatausahaan keuangan

c. Pendidikan Menengah
Dinas  Pendidikan menyelenggarakan  pelatihan keppiman,
manajemen dan administrasi program, anggaran daatqesahaan
keuangan

2. Untuk mewujudkan keseimbangan pelaksanaan  prografAUD,

pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga Kahupaten

Semarang perlu keseimbangan proporsi anggaran diesadi sesuai

plafond dan prioritas APBD

a. Program PAUD
Perlu peningkatan alokasi tambahan anggaran pé&adidlari APBD
Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang agar semaimbang
dengan kontribusi orang tua siswa TK/RA.

b. Pendidikan Dasar
Perlu peningkataan partisipasi masyarakat dalam dgreran
pendidikan agar semakin seimbang dengan alokasi DAR®ta
Salatiga dan Kabupaten Semarang

c. Pendidikan Menengah
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Perlu peningkataan alokasi tambahan anggaran pkadidgar dari
APBD Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang sematiimbang
dengan kontribusi orang tua siswa SMA/MA/SMK
3. Untuk meningkatkan intensitas realisasi pendanaardidikan program

PAUD, pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatan Kabupaten

Semarang perlu tambahan jumlah personil dan peaeisiptem informasi

keuangan on line

a. Program PAUD
Dinas Pendidikan menyelenggarakan pelatihan  sistefarmasi
keuangan kepada Kepala TK/RA di Kota Salatiga dabupaten
Semarang

b. Pendidikan dasar
Dinas Pendidikan menyelenggarakan pelatihan sistefarmasi
keuangan kepada Kepala SD/MI dan SMP/MTs dan t&enag
administrasi yang secara khusus mengelola keuadtaggaadministrasi

c. Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan menyelenggarakan pelatihan sistefarmasi
keuangan kepada Kepala Sekolah dan atau wakil sgata tenaga
administrasi yang secara khusus mengelola keuatagaadministrasi
adminisrasi keuangan SMA/MA/SMK

4. Untuk meningkatkan eksistensi dan keberlanjutangmam PAUD,

pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga Kabupaten
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Semarang perlu keseimbangan proporsi belanja opaaspemeliharaan

dengan belanja modal.

a.

Program PAUD
Alokasi belanja modal difokuskan untuk pembangusekolah (unit
gedung baru) pembangunan TK/RA baik secara terpmalpun

menjadi satu atap pada SD/MI

Pendidikan dasar

Alokasi belanja modal difokuskan untuk peningkatautu SD/MI dan
SMP/MI dengan pembangunan perpustakaan, dan |abarat
Pendidikan Menengah

Alokasi belanja modal difokuskan untuk penambalsarsa prasarana
perpustakaan, laboratorium SMA dan MA serta behighgi SMK di

Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

5. Untuk meningkatkan pemerataan dan akses progrardDP Aendidikan

dasar dan menengah di Kota Salatiga dan Kabupatemar@ng perlu

dukungan dana yang relevan dengan peningkatan ARKAEM

a.

Program PAUD
Dukungan beasiswa bagi keluarga miskin agar dapangikuti
program pendidikan TK/RA

Pendidikan Dasar



436

Dukungan beasiswa bagi keluarga miskin dan siswssmekolah agar
dapat mengikuti program pendidikan SD/MI dan SMP&MT
c. Pendidikan Menengah
Dukungan beasiswa bagi keluarga miskin dan siswssmekolah agar
dapat mengikuti program pendidikan SMA/MA/SMK
6. Untuk meningkatkan kinerja program = PAUD, pendidikdasar dan
menengah di Kota Salatiga dan Kabupaten Semararlg kebijakan

pengawasan seluruh program pendanaan pendidikan

a. Program PAUD
Pengawasan keuangan PAUD meliputi sumber masyadakaAPBD
Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

b. Pendidikan Dasar
Pengawasan keuangan pendidikan meliputi BOS, DAK lsEasiswa
retrival bagi siswa putus sekolah SD/MI dan SMP/Miesi Pemda
Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

c. Pendidikan Menengah
Pengawasan keuangan pendidikan SMA/MA/SMK meligutmber
dari masyarakat dari Pemerintah (BOMM, DAK), Previbeasiswa
retrival bagi siswa putus sekolah dari APBD KotalaBga dan

Kabupaten Semarang
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7. Untuk meningkatkan kinerja administrasi keuangamogmam PAUD,
pendidikan dasar dan menengah di Kota Salatiga Kabupaten
Semarang perlu pemeriksaan seluruh program p&adid
a. Program PAUD
Mencakup buka kas dan inventaris TK/RA

b. Pendidikan dasar
Mencakup buka kas, bank dan inventaris serta mkeksiyaan SD/MI
dan SMP/MTs

c. Pendidikan Menengah
Mencakup buka kas, bank dan inventaris serta mukakayaan
SMA/MA/SMK

8. Untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan keuarmgalu rekrut tenaga
ahli di lingkungan DPRD dan tambahan tenaga auditdnspektorat di
Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang

9. Untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadagrj&inprogram
PAUD, pendidikan dasar dan menengah, dalam pertsggmvaban
kebijakan pendanaan pendidikan Pemerintah Kotai§aldan Kabupaten

Semarang menetapkan regulasi partisipasi publik



